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| SALINAN |

LURAH WIROKERTEN

KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PENUNGJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN KASI
KEMAKMURAN KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2024

Menimbang :

Mengingat :

a.

1.

LURAH WIROKERTEN,

Bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (9) Peraturan Bupati
Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan
Kalurahan, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) ditetapkan
dengan Keputusan Lurah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Wirokerten
Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul tentang
Penungjukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Kasi
Kemakmuran Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);



10.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingngal
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016
tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 110);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa di Desa

(Berita negara Republik Indonesia taun 2019 Nomor 1455);



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 819);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023
tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana
Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 963);

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan
Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah
Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus
Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019
tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 119);

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021
tentang Rencana Jangka Menengah daerah tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nomor 6, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Bantul
Nomor 140);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 Tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134)
sebagaimana telah diubah dengan Nomor 128 Tahun 2020
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
134 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata
Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2020 Nomor 128);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang
Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2020 Nomor 86);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 Tentang
Tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 tahun 2022 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di
Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022
Nomor 60);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun
2022 Nomor 3);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 tahun 2023 tentang
Bantuan Keuangan Kepada  Kalurahan = Program
Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita
Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);
Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2023 tentang
Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan
Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
Peraturan kalurahan Wirokerten Nomor 4 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah



Menetapkan :

KESATU

KEDUA

26.

27.

28.

29.

30.

Kalurahan Tahun 2019-2024 (Lembaran Kalurahan
Wirokerten Tahun 2019 Nomor 4);

Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kewenangan Kalurahan Wirokerten (Lembaran
Kalurahan Wirokerten Tahun 2020 Nomor 11);

Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 10 Tahun 2020
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah
Kalurahan Wirokerten (Lembaran Kalurahan Wirokerten
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wirokerten
Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Wirokerten
Tahun 2023 Nomor 7);

Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 8 Tahun 2023
tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf
Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan
Permusyawaratan  Kalurahan (Lembaran  Kalurahan
Wirokerten Tahun 2023 Nomor 8);

Peraturan Kalurahan Wirokerten Nomor 9 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
Wirokerten Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan

Wirokerten Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN LURAH TENTANG PENUNGJUKAN TIM
PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN KASI
KEMAKMURAN KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN
ANGGARAN 2024.

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Kasi
Kemakmuran Kalurahan Wirokerten Tahun Anggaran
2024 dengan susunan personil seperti dalam lampiran;
Tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Kegiatan Kasi
Kemakmuran adalah :

a. Melakukan survey lokasi kegiatan untuk memastikan

kesesuaian RAB pada DPA dengan Kondisi Lapangan;



b. Bila diperlukan melakukan penyusunan RAB
Pelaksanaan sesuai kondisi lapangan;

c. Berkoordinasi dengan Tim Pengadaan Barang dan
Jasa;

d. Bersama dengan PKA melakukan Sosialisasi pada
lokasi kegiatan untuk menyampaikan perihal
pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan, volume
kegiatan, jumlah tenaga kerja dan pendataan calon
tenaga kerja;

e. Melakukan pendokumentasian kegiatan;

f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Wirokerten
Ditetapkan Tanggal : 3 Januari 2024
LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.:
1. Panewu Banguntapan;

2. Ketua Bamuskal Kalurahan Wirokerten;

3. Arsip;

4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH
Nomor : 13 Tahun 2024
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) KEGIATAN KASI KEMAKMURAN
KALURAHAN WIROKERTEN TAHUN ANGGARAN 2024

NO | JABATAN DALAM TIM NAMA ALAMAT

1. | PENANGGUNG JAWAB | WIDAYANTO, SE MUTIHAN RT 02

2. | KETUA YOGA DWI JAYANTO SAMPANGAN RT 06
3. | SEKRETARIS ANGGA PRASETYA GLONDONG RT 03

4. | ANGGOTA SRI WIDODO KEPUH KULON RT 01

LURAH WIROKERTEN,

TTD

RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM




